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T EttT A N G

MEXANISME PENANGANAN PDNOADUm p41ASY― T

DEIGAN― MAT TUHAN W■NG― A EttA

BUPATI KVTAI XARTANDGARA,

Menimbang : a.bahwa peny― paian aspirasi masyarakat di Kabupaten
Kutai Kartanergara yang merupakan 両 ud kOntr01

.       1… 山要》pelaksmaan penyel,製 題銀ak蟹l pemO藁ntahan,
pembangunan dan kemaw〔コ山 軸 , schingga perlu
mendapat penarlganan secaFa baik, terpttu darl
terkoordinasi,  maka  perlu  adanya  mekanisme
penanganan pengaduan lnasyarakat;

b.bahwa   berdasaFkan   pertimbangan   sebagttimana
dirrlaksud pada hutt a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan
Masyarakat;

Menglngat   : 1.Undang― Undang Nomor 27 Tahun  1959  tenttg
Penetapan Unda鶴―Undang  Darurat Nomor 3 Tttun
1953 tentang Pembentukan D∝rah Tingkat H di
Kalimantan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1953 Nomor 9)sebagai undang― Undan3 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Leinbaran Negara Repubhk lndonesia Norrlor
1820);

2.Undang―Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang
Kemerdekaan Meny―palkan Pendapat di Muka Umum
(Lenlbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1998
Nonlor 181, Tambahan Lelnb鉗 触  Negara Republik
lndonesia Nomor 3739);

:3.Undang― Undang Nornor 39 Tahun 1999 tenttmg Hak~ AsasI Manusia Lcmbaran Negara Republlk lndonesia

Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Leinbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3886);

4. Undang― Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten“ g
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
IIldonesia Tahun 2004 Nomor 60,Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Notrlor 4437)sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang―
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua attLS Undang―undang NOmOr 32 Tahun 2004
tentang Pemermtahan Dacrah (Lembaran Negara
Repubttk lndonesih Tahun 2008 Nolnor 12,Tambahan
Lembaran Lembaran Negara Repub五 k lndonesia Nomor
4844);      ・
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5.Undang―Undang Nomor  14 Tahun  2008  tentang
Keterbukaan lnfo....asi Publik (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61.Tambah触
Lembaran Negara Republik lndonesia Nonlor 4846);

6.Urldang― Undang Nomor 25 Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor l12,Tambahan Leinbara■ l Negara
Republik lndonesia Nomor 5038);

7.Undang―Undang Nomor 12 Tttun 201l tentang
Pembenmkan    Perattran    perLlndang― undangan
(Lembartt Negara Republik lndOnesia Tahun 2011
No=lor 82, Tambahan LerFlbaran Negara Republik
lndoncsia Nomor 4389);

8。 Peraturan PcIFle五 ntah NoIInor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembara■ l

Negara Repubttk lndOnesin Nomor 4593);

9.Peraturan Pemetttah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata CI護a Pelaksanaarl Peran Serta Masyarakat DalaFn
Penyelen駁

3εra孤■ Negara {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 129,Tambahan Lelnbaran
Negara Republik lndoncsia Nomor 3867);

10。 Peraturan Pelme五ntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pemb鋼頭arl UrLISan Pettle五 ntahan Antara PenleHntah,
Pemerlntah Daerah Provinsl dan Pemerlntah Daerah
Kabupaten/Koね (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembararl Negara
Republik lndonesia Nomor 4737);

11.Peraturan PcIIle五ntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Leinbttan
Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

12.Peraturan Merlte五  Dalaln Nege五  Republik lndonesia
Nomor 33 Tahun 201l tenttg Pedoman Fasilitasi
PeFlgaduan di Li聾桑un〔嬰n KcIIlenterian Dalam Nege五 dan
Pemeru■ tahaFI Dacrall;

13。 Peraturan Mente五 Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReforFnaSi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 20 Tahun
2012 tentang PedomaFI Umum Peinbangunan Zona
lntegritas M∝luttu Wil、ふ BeL疇 daFi KOrupsi;

MEMUTUSKAN:

MEKANISMETENTANGBUPATIPERATURANMenetapkan :
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.



BAB I
KD「ENTUAN UMUM

Pasal  l

Dalam Perattran Bupatiini yang dimaksud dengan:

1. PeFnerintah Dacrah adalah Bupati dan per〔 覆18滋at dacrah
sebagal unsur penyelenggara peme五 ntah dacrah。

2. Satuan Ktta Perangkat Daerah yang sel側 晰utnya
disingkat  SKPD  adalah  perangkat  daerah  yang
bertanggungawab atas pelaksaFlaan urLISan peFne五 ntah
daerah.

3.Fasi五ねsi Pengadum adalah proses kegiatan yang
mdipll」  penerimaan, penmttt議, p羽 嶽uran,
koordinasi, konflmasi, klariflkasi, pelaporan, tindak
lttut dan pendokumentasian.

4. Pengaduan adalah penympaian keluhan olch indi宙du,
maw額山 t,lembaga dan organisasi kepada pemerlntah
schubungan dengan adanya pelfyman atau periakuan
kebttakan penleHntah yang tidak sesuai  dengan
peraturan perundang― undangan,

5。 可 uk Rasa atau Demonstrasi adJtth kegiatan yang
dilakukan oleh seorang atau lebih unttk inengeluarkan
pikiran dengam lisan, tulisan dan sebttnya scctta
demonstrasi di muka urrlum。

6. Di Muka Umurn adalah dihadapan orang banyak atau
orang lain temasukjuga di tempat yang dttat didatangi
atau dilihat setiap orang.

7. Ddcgasi atau Pcmakilan adalah seseomg atau
sekelompok orang yang lnewakili atau diben wewcnang
dan ttΠ18落unglawab untuk menyampaikan keluhan
kepada bupati sehubungan dengan adanya pelttan
attu perlakuan pemenntah yang tidak sesuai dengan
peraman   perttndang―undangan   dengan   cara
mengadakan pertemuaFl atau mendatangi secara
laFlgsung peme五 ntahan kabupaten,

8,Kepala Bagian Humas dan Protokol yang selanJu可 a
disin」睦lt  Kabag. Humas  adalah  Dttabat yang
melakukan urLISan WaJib dibidang komunikasi dan
infomasl serta ttgas― tugas kchumsan.

9。 Satuan Polisi Pamong P熙 噸a adalah Satuan Polsi
Pamong F狛崎a Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 2

(1) Pengaduan langsung masyarakat kepada pemerintah
daerah terdiri dari :

a. pengaduan langsung kepada pemerintah daerah
meliputi:



1・ uttuk rasa atau demonstrasi;dan

2. delegasi atau perwakilan.

b. pcngaduan tidak langsung kepada pcme五ntah daerah
meliputi:

1. pos surat;

2.po box;

3.telepon;

4. faksiinili;

5。 website;

6. rnedia cetak;dan

7.media pcnyiaran.

(2)Pemerinta Dacrah inclaksanakan pcngelolaan pengaduan
masyarakat.

BAB III
FASILITASI PENGADUAN

Pasa1 3

Bupati dapat memerintahkan kepada Kabag Humas dan
Protokol untuk melakukan fasilitasi pcngaduan dengan
tahapan―tahaparl yang bcrlaku.

Pasa1 4

Tahapan fasilitasi pcngaduan sebagailnana dirnaksud dalam
Pasa1 3 1ncliputi:

a. penatausahaan;

b. fasilitasi;

c.pcne五maan;dan

d.pemantauan tindaklattut.

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasa1 5

Penatausahaan fasilitasi pengaduan dilakukan terhadap
pengaduan iangsung dan pengaduan tidak langsung yang
memuat antara lain i

a. pencatatan;

b.perurrl■lsan;

c.penyaluran;dan

d.pcndokumcntasian.



Pasa1 6

(1)Pencatatan pengaduan iangsung ineliputi:

a. data pengaduan;

b. daね pelapora■ l;

c. dattt terlapOr;

d。 lokasi kasus;dan

e.materi pengaduan.

12)Pencatatan penttduan tidak langsuFlg meliputi:

a. data pengaduan;

b. data pelι平)cr;

c.data terlapo葛

d.lokasi kasus;dan

e.mate五 pengaduan.

(3)Pcrumusan pengaduan larlgsung dilakukan unt■ lk
menJはtegorikan m掟五 pengaduan sesuai dengan
substansi pe....asalahannya.

(4)Hasil pertllnLISan pengaduan langsung dan penllnusan
tidak langsung sebag:通IIlana dilnaksud pada ttat(1)
diteruskan keptta SKPD sesual del電βn kewenangan,
樋gas dan fungsinya。

(5)Penyaluran pengaduan dilkkan terhadap pengaduan
langsung  dan  pengaduan  tidak  langsung  yang
disampaikan kepada SKPD berdasarkan substansi
pengadum.

(7)PendOkumentasian pengaduan langsung dan tidak
langsung sebaga■mana diinaksud dalarFI PaSa1 5 hurtlf d
terdi五  daFi penataan, pemotretan, perekaman dan
penyimpanan domen4

Bagiall Kedua
Fasilitasi

Para.graf l

Fasilitasi Pengaduan Langsung

Pasa1 7

Fasilitasi pengaduan langsung dilaksanakan olch Kabag
Humas dan Protokol.

Fasilitasi   pengaduan    langsung   dilingkungan
pemenntahan daerah seb剣 野轟mana dimaksud pada ayat
(1)dilaksarlakan oleh pimpinan SKPD atau unit ketta
yang 

“

gas dan fungsinya merrlfasilitasi pengaduan
mawarakat.

１
■

(2)



(3)Fasilitasi pengaduan langsung sebagalmana diinaksud
pada ayat(1)terhadap ttuk raSa atau demonstrasi
dilakukan  oloh  Kabag  Humas  dan  Protokol
berkoordinasi dengan Satpol PP dan Polres Kutai
Kartanegara.

(4)Fasilitasi    pengaduan   langsung   dilingkungan
pemenntahan dacrah sebagairrlana dilnaksud pada ayat

(2)tOrhadap uttuk rasa atau demonstrasi dilakukan
oleh piinpinan SKPD atau unit ketta yang tugas dan
fungsinya   merFlfaSilitasi   pengaduan   masyarakat
berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Prala dan
Kepolisiarl Resort Republik lndonesia.

(5)Fasilitasi pcngaduan larlgsung dilingkungan pemcrintah
daerah  scbagaiinana  dirnaksud  pada  ayat  (4)
dilaksanakan olch Kabag.Humas dan Protokol.

…

2
Fasl■慨sl Pengaduan Tidak Langsung

Pasa1 8

Pimpillan SKPD yang meneHma pengaduan tidak langsung
harus Elenglnforrrlasikan hasil tindJは 劉輔ut pCnanganannya
kepada sekretarls daerah untuk dilakukan kompilasi
dengan hasl tindakkttjut pengaduan lain ya■ lg sek這ゴutnya
akan disampaikan kepada Kabag Humas dall Protokol.

Pasa1 9

(1)Fasilittsi pen群、du額1饉dak langsung di lingkungan
pemennttan daerah sebegaimana diinaksud Pada
Pasa1 8 dilaksanakan olch piinpinan SKPD atau unit
ketta  yang  tugas  dan  fungslnya  memfasilitasi
perlgaduan trtawιrttat,

(2)Pimpinan sKPD atau unit ketta yang menerttn
pengaduan tidak langsung menginfomasikan Lsil
penanganannya kepada sekretaris daerah melalui
SKPD  yang  tugas  dan  hngsinya  men■ fasiliね si

pengaduan maw額畿at.

(3) Pimpinan sKPD diingkungan pemerlntahan dttrah
yang menermtt pengaduan ttdak larlgsung harus
menginforlnasikan hastt tindakk減可ut penanganannya
kepada sckretaris daerah melalui SKPD atau unit ketta
yarlg tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduarl
masyamkat.

141 HaSil  tindak]`uづ ut plenanganan  penga.dllan  tidak
langsung seb印野通mana dimaksud pada ayat(1}akan
dikompllasi dengan hasil tindakl〔 ごjut pengaduan yang
lain,sdttutnya dilaporkan pmplnan SKPD atau unit
ketta  yang  tugas  dan  fungslnya  menJasilitasi
peFlgaduan lnasyarakat kepada Bupati.



Bagran Ketiga
Penerimaan Pengaduan

Pasa1 10

(1)Pene三 mm pengaduan dilaksanakan dirtlang rapat,
dipimpin oleh Kabag HuFnaS dan Protokol.

(2)Dalan meneHma pengaduan langsung seb〔 電鑢maFla
dimaksud pada ayat(1)Kabag Humas dan Protokol
berkoordinasi SKPD.

(3)Pene=maan   pengaduan   langsung  dilingkungan
peme五nttan daerah dilaksanakan diruang rapat,
dipimpin oleh pimpinan sKPD atau unit ketta yang tugas
dan fungsinya memfasilitasi pergaduan maw鉗饉颯t.

(4)Dalanl menerima pengadl脚 m langsung sebagalrrlarla
dimaksud pada ayat(3)SKPD atau unit ketta yang tugas
dan fungsinya memfasilitasi pengaduan maw籠盛颯t

berkoordinasi dengan SKPD,instansi atau■ mit ketta
r̈kait dcngan substansi pengaduan.

(5)町abat  yang   menerima   pengaduan   iangsung
sebagaiinana diinaksud pada ayat(2)dan(4)inerupakan
p●abat yang mempunyai kompetensi untuk membe減 kan
tttnggapan dan info....asi atas pe....asalahan yang
disampaikan oleh pengaduan.

(6)Hasil pene五maan pengaduan langsung seb… ana
dim轟くsud pada ayat(1)dil〔 ゃOrkan kepada pimpinarl
komponen masing‐ Inaslng.

(7)Hasil pene五Inaan pengadtlan langsung seb■ 饗dlmana
dimaksud pada ayat 13)dttapOrkan kepada pttη pinan
SKPD masing-lnaslng。

Bagian Keempat
Penerimaan Pengaduan Tidak Langsung

Pasal 1 1

Setiap perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah
yang menerima berkas pengaduan tidak langsung apabila
tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, harus
menyampaikan berkas pengaduan kepada Kabag Humas
dan Protokol untuk diteruskan kepada perangkat daerah
yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 12

(1) Pemantauan tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf d dilakukan terhadap pengaduan langsung
dan pengaduan tidak langsung oleh Bupati Kutai
Kartanegara.



{2) Bupati menetapkan tim fasilitasi pengaduan yang
bertugas memantau hasil tindaklaqjut pengaduan
masyarakat.

(3) Tim fasilitasi beranggotakan SKPD teknis sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(a) Tim fasilitasi melaporkan hasil tindaklanjut pengaduan
kepada Bupati.

(5) Setiap SKPD .merlangani pelaporan mengenai jumlah
pengaduan dan penanganannya setiap bulan melalui
Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa1 13

(1)Pembinaan dan perlgawasan pengeblaan meliputi:

a. bmbingan;

b. supervisi;

co konsultasi;

d. pendidikan;dan
e. pelatihan se副 盟 pemb劇艶錮ほpNedoman.

(2)Pemberian bimbingan, supervlsi dan konsLlltasi
se          dimaksud pada ttat (1) mencakup
penyusunan peraman lhsilitasi pengaduan masyarakat
pelaksanaan,penatausahm,pcIIlantauan,evaluasi dan
tind劇鋼 ut FaSttitasl 鰤 gaduan masyarakat setta
kelemb〔瑠饉m pengelolaan pengaduan masyarakat yang
dilaksanakarl secara berkala atau sewaktu― waktu,baik
seはa menyelumh kepada selunh sKPD maupun
kepada SKPD tertentu sesuai dengan kebutuhan.

f3)P瞼爆轟an pendidikan dan pNelatthan sebagaimttia
dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan secara berkala
btt peFlge101, pengaduan masyarakat di lingkungan
pemeふtah kabupaten.

(4)Pemberian pedolnan sebagailnana dirnaksud pada ayat
(1)  mencakup  p.enyusunan  peraturan  faslitasi
penttduan maw〔rttt, pelaksanaan, penatausahaan,
pemanttuan,evaluasi dan tindak l可 ut・

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penanganan pengaduan masyarakat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah l(abupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tcnggarong
pada tanggal 19 Desember 2013

3VPATE KUTAI XARTANEG―

Diundangkan di Tenggarong
Pada tangga1 20]Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
XABUPATEN KUTAI KARTNXARA,

NIP。 1965030219940310

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 67

KARTANECARA TAHUN 2013


